BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan tidak perlu dibatasi waktu pembuatannya,
boleh dibuat pada saat, sebelum, atau selama dalam ikatan
pernikahan sehingga tidak melanggar asas kebebasan berkontrak
dan hak konstitusional warga negara. Akibat hukum dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 menyatakan
Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat, jika perjanjian
perkawinan tersebut mengenai pisah harta maka status harta yang
didapatkan setelah pernikahan yang sebelumnya tidak dibuat
perjanjian statusnya menjadi harta bersama dan kemudian harta
yang didapat setelah perjanjian perkawinan dibuat dapat menjadi
harta masing-masing apabila dalam perjanjian perkawinan
dikehendaki demikian. Pergeseran makna perjanjian perkawinan
akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak
terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah pernikahan

yang tidak perlu lagi menunggu Putusan Pengadilan.
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2. Kedudukan dan wewenang Petugas Pencatat Nikah dan Notaris
setelah Putusan Mahkmah Konstitusi tersebut sama-sama dapat
mengesahkan Perjanjian perkawinan, hanya saja pencatatan
perjanjian perkawinan ke dalam akta nikah tetap menjadi

kewenangan Petugas Pencatat Nikah dan Kantor Catatan Sipil.

B. Saran

1. Sebelum pernikahan dilangsungkan pejabat yang terkait
seharusnya mengadakan kursus catin secara komprehensif agar
setiap pasangan calon pengantin dapat memahami segala sesuatu
yang berkaitan dengan pernikahan.

2. Kepada Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif seyogyanya
membuat aturan yang tidak tumpang tindih sehingga masyarakat
dapat mengerti dan ada kepastian hukum.

3. Untuk calon suami dan istri seyogianya sebelum pernikahan
dilangsungkan hendaknya melakukan seluruh persiapan dengan
matang termasuk membuat akta perjanjian perkawinan demi

kemaslahatan rumah tangga.
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